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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Allah SWT melarang keras setiap muslim melakukan riba dan sangsinya sangat tegas yang tercermin dalam firman-Nya :


“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.
(Q.S. Al-Baqarah:275).
2.1.1 Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi sebagai sistem Muamallah (Syariah) :

1. Fiskal 

a. Baitul Mal (Kas Negara)
b. Zakat (pembersih harta = 2,5%)
c. Kafarat (Denda melanggar hukum Islam)
d. Diyat (Denda karena mencelakai pihak lain)
e. Jizyah (pajak)
f. Ghonimah (harta pampasan).

2. Moneter 

a. Kontrol Dinar

b. Penghapusan sistem bunga

c. Standar Emas.
2.1.2 Kaidah Fiqih Muamalah Bank Syariah
1. Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu’amalah.
2. Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu perkara mu’amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur’an dan Al Hadist).

3. Haram li dzatihi, sesuatu dikategorikan menjadi haram karena memang hukum asalnya haram. Seperti : darah, bangkai, babi, dll.

4. Haram li ghoiri, pada asalnya halal tapi karena bercampur dalam suatu (sistem) sehingga menjadi haram. Seperti uang yang diperoleh dari hasil perjudian.

 
Yang tidak boleh dilanggar dalam bisnis syariah :

1. Riba, contohnya riba nasiah dimana natural uncertainty contracts (investasi bisnis dan bagi hasil) diubah menjadi natural certainty contracts (bunga)
2. Tadlis (penipuan, unknown to one party), baik kuantitas, kualitas, waktu penyerahan dan harga.

3. Taghrir (ketidakpastian akad, uncertain to both parties) dimana natural certainty contracts (jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah) diubah menjadi natural uncertainty contracts (jual beli ijon).
4. Ikhtikar (mengambil keuntungan di atas keuntungan normal/monopoly’s rent) dan ba’I najasy (false demand).

2.1.3 Larangan Riba dalam Al-Qur’an

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Ruum:39).

Perbuatan bisnis secara riba sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba memperoleh untung dari hasil kepayahan dan kesusahan orang lain. Mereka melakukannya dengan memberikan fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada orang yang sedang membutuhkan dengan menetapkan bunga yang tinggi yang harus dikembalikan, bahkan dengan menambah bunga lagi jika ia terlambat mengembalikannya. Perbuatan yang dilarang dan dibenci Islam seperti riba ini membuat tata ekonomi masyarakat menjadi semakin kacau. Terjerat hutang yang semakin lama ditunda maka semakin banyak pula kewajiban yang harus dibayarnya. Banyak pemikir Islam yang menentang riba dan menjelaskan dampak negatifnya, diantaranya Syeh Abu Zahrah, Ash-Shiddiqi, Isa Abduh, al-Arabi, Abdul A’la al-Maududi, dan lain-lainnya.


Riba itu sendiri dalam Islam ada dua macam, yaitu riba nasiah dan riba fadhi. Riba nasiah adalah suatu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, tanah, dengan tanah, hewan dengan hewan, dan lain sebagainya. Menurut al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi pada masyarakat Arab jaman Jahiliyah.


Bagi seorang Muslim khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis maka memahami Islam secara mendalam sangat diharuskan terutama persoalan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat fatal. Kesalahan itu bisa saja seperti dengan memainkan takaran secara curang sehingga merugikan konsumen. 

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminaAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga arus menjadi keimanan seorang Muslim manakala melakukan berbagai aktifitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanat dari Allah.

2. Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (HabluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (Hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
3. Akhlak : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadist Nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”.

2.2 Jasa Gadai Syariah (Ar-Rahn)
2.2.1 Pengertian Ar-Rahn

 
Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn. Menurut Achmad Baraba (1994:23) pengertian Ar-Rahn adalah “perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang”.


Menurut Undang-Undang Perdata pasal 1150 pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaiakan, biaya-biaya mana harus didahulukan.


Gadai syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawarn (tetap dan kekal). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang memiliki harta dalam pendangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.


Istilah Rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan, bahwa apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut baik seluruhnya atupun sebagiannya”.
Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni “menjadikan materi atau (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya”.1

Jadi penulis berkesimpulan dalam pengertian dari beberapa pendapat melalui ulama dan teori penulis buku mengenai rahn adalah melakukan akad utang piutang untuk mendapatkan sejumlah materi (uang) tunai dengan menggunakan harta (barang) sebagai jaminannya. Tentunya dengan barang yang bernilai ekonomis dan setimpal dengan jumlah materi yang dipinjamnya.


1. http://nitadwijayanti.files.wordpress.com
2.2.2 Dasar Hukum Ar-Rahn 


Landasan hukum bagi bank syariah itu sendiri yaitu ada pada Hukum syariah, al-Qur’an, dan Hadist.

 
Dalam hal ini implikasi yuridis terhadap pembentukan sub sistem hukum ekonomi Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7/92 jo. UU No. 10/98 yang mengizinkan beroperasinya suatu Bank di Indonesia menggunakan Prinsip Bagi Hasil Berdasarkan Syari’ah Islam yang notabene bersumber dari sistem hukum ekonomi Islam. Lalu ada pada PP No. 72 th 1998, UU No. 23 th 1999, SK Direksi BI no. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, Peraturan BI no 27 s/d 29/PBI/2000 tgl. 23 Feb 2000, Peraturan BI no. 4/I/PBI/2002 tgl. 27 Maret 2002.

 
Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk memperbolehkan rahn, yakni:

 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S. Al Baqarah : 283).

 
Dari Abi Huarairah r.a., Rasulullah SAW berkata. “Apabila ada ternak digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai). Karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai). Karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengelurkan biaya (perawatan)nya.” (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’I – Bukhari no. 2329. Kitab Ar Rahn).

 
Menurut Sayyid Sabiq (1998:140) dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW., pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.

 Diriwayatkan oleh Bukhari dar Aisyah r.a., berkata:


“Rasulullah SAW pernah memberi makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.

Landasan hukum ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn.

2.2.3 Ketentuan Ar-Rahn
 
Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

 
Bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya maka marhun dijual paksa/dieksekusi.

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

B. Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawaarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaiamana mestinya.

2.2.4 Teknik Transaksi Ar-Rahn

 
Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu :

1) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini bank menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2) Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi bank untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

2.2.5 Rukun Ar-Rahn

 
Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

a. Orang yang berakad : yang berhutang (rahin) dan yang berpiutang (murtahin).

b. Sighat (ijab qabul). Menurut Mazhab hanafi, ijab dan qabul tiak mengikat dan tidak sempurna kecuali dengan penyerahan atau pemindahan barang.
c. Harta yang dirahnkan (marhun).

d. Pinjaman (marhun bih).

 
Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian bank menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh bank. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi bank mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

 
Bank syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstik’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Bank Syariah.

2.2.6 Persyaratan Ar-Rahn

Ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1) Akad. Akad tidak mengandung syaraf fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2) Marhun Bih (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dkembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

3) Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan serahkan baik materi maupun manfaatnya.

4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.

5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

 
Untuk dapat memperoleh layanan dari Bank Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian Staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafond uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditentukan oleh bank. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.


Setelah melalui tahapan ini, bank syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.

2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp. 90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh bank pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,

2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,

3. Atau hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

 
Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka  bank melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, bank akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.
2.3 Profitabilitas
2.3.1 Pengertian Profitabilitas


Menurut Amin Widjaja Tunggal (1994:157) menjelaskan bahwa “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan setiap rupiah yang ditanamkan dalam perusahaan”.


Di dalam buku Manajemen Dana Bank (1994:33) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cabang Bandung disebutkan bahwa Proftabilitas adalah “Tingkat kemampuan manajemen bank dalam menciptakan laba”.

 
Menurut M. Hanafi dan Abdul Halim (1996:183), “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”. 

 
Sebagaiamana diketahui dana-dana yang ditanamkan ke dalam keseluruhan aktiva berasal baik dari modal sendiri maupun yang berasal dari modal pihak ketiga, sehingga dituntut kemampuan manajemen bank dalam menciptakan laba yang merupakan sumber dana bagi pembayaran biaya bunga dan sisanya harus dapat memuaskan para pemilik bank. Bagi para pemilik bank/pemegang saham dari bank yang bersangkutan adalah sangat penting untuk mengukur seberapa besar kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang sudah tersedia untuk mendapatkan laba bersih (net income).


Penulis berkesimpulan bahwa profitablitas merupakan bagaimana cara dan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan sekecil apapun dari modal yang telah dikelola manajemen melalui penjualan produk yang telah dihasilkan dari dana atau modal yang telah diinvesatasikan oleh pemilik.

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Oleh Imam Budi Sarjito pada Overview Perbankan 2004 (2005:1) dijelaskan bahwa “untuk profitabilitas, perkembangan kinerja ditunjukkan oleh Net Interest Income (NII), Net Interest Margin (NIM), Return n Asset (ROA). 
2.3.3 Hubungan Ar-Rahn dengan Profitabilitas


Bank Syariah Mandiri ialah sebuah perusahaan pada bidang Lembaga Keuangan Perbankan. Pada sebuah perusahaan baik itu lembaga keuangan atau lainnya memiliki produk seperti barang maupun jasa yang dihasilkan dan dijual. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini mengeluarkan produk berupa jasa Gadai Syariah (Rahn) disamping produk-produk lainnya untuk dijual kepada nasabahnya. Seperti pada perusahaan umumnya setiap produk yang dijual tentunya akan menghasilkan laba atau pendapatan dari produk tersebut.


Dengan memperhatikan berbagai referensi mengenai konsep penyaluran dana bank syariah maka mekanisme investasi atau pembiayaan dalam bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua golongan utama yaitu bagi hasil “Profit and Loss Sharing Modes” atau PLS, dan “Non Profit and Loss Sharing Modes” atau Non-PLS. dalam model PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan sebagai pengelola dana dan pemilik dana atau sebaliknya dengan memperjanjikan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam model Non-PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan transaksi jual beli atau perolehan imbalan atas jasa, sehingga bank akan memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli, atau fee dari pelayanan jasa yang diberikan.

Jasa Rahn yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri tentu saja ada karena modal dana yang diinvestasikan oleh pemilik mengharapkan jasa ini dapat mengembalikan modal itu lagi. Bukan hanya untuk mendapatkan imbal balik pada titik impas pengembalian modal (BEP) bagi modal yang telah dikeluarkan, tetapi juga untuk menambah penghasilan perusahaan agar kegiatan operasionalnya berjalan dengan lancar. Untuk menjalankan kegiatannya bank membutuhkan dana, dan dana itu selain dari modal juga didapatkan dari pihak ketiga yaitu kosumen dengan cara menjual produk maupun jasa yang telah dihasilkan.

 
Keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional produk Rahn yang ada pada Bank Syariah Mandiri akan mengahasilkan laba usaha (operating income) disisi lain profitabilitas merupakan suatu kesatuan usaha (entity) utnuk memperoleh laba.

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian keberhasilan suatu perusahaan antara lain dapat dilihat dari kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
 
Berdasarkan beberapa definisi di atas dijelaskan hubungan antara Rahn dan Profitabilitas oleh Achmad Baraba (1994:30-31), yang menyatakan bahwa “Sesuai dengan panduan syariah perusahaan bisa saja mendapatkan keuntungan (profit ability) yang besar tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan Gadai dalam bentuk al-mudharabah”.
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